
 

  

 

  

635 
 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (2): 635–652                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA (KDRT) 

 

Muhammad Fernanda, Sudja’i 

Universitas Sunan Giri Surabaya 

 
Correspondence 

Email: muhammad.fernandaa@gmail.com  No. Telp:  

Submitted: 20 May 2025 Accepted: 29 May 2025 Published: 30 May 2025 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri 

dikarenakan sebagai anggota Polri, tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum salah satunya KDRT. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan Undang-undang. 

Sumber data penelitian ini antara lain UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, PP nomor 1 dan 2 tahun 2003, serta menelusuri sumber 

kepustakaan terkait. Berdasarkan dari penelitian ini dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu tidak ada 

perbedaan perlakuan antara anggota Polri dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan bagi 

anggota Polri juga diterapkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik 

Polri.  

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, KDRT, Anggota Polri. 

 

ABSTRACT 

This research aims to minimize the occurrence of criminal acts of domestic violence committed by members of the 

National Police because as members of the National Police, they are inseparable from unlawful acts, one of which 

is domestic violence. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. Sources of 

data for this research include the PKDRT Law Number 23 of 2004, Perkap Number 7 of 2022 concerning the 

Professional Code of Ethics and the Police Code of Ethics Commission, PP numbers 1 and 2 of 2003, as well as 

tracing related literature sources. Based on this research, results and conclusions can be obtained, namely that 

there is no difference in treatment between members of the National Police and ordinary people when involved in 

criminal acts of domestic violence, criminal responsibility for both is processed equally according to applicable 

law. And for members of the National Police, Perkap Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of 

Ethics and the Police Code of Ethics Commission is also implemented.  

 

Keywords: Criminal Responsibility, Domestic Violence, Police Members. 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang damai dan kokoh dengan 

keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumah tangga, sebagai satuan terkecil dalam 

masyarakat, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Hubungan antara suami dan anak-anak 

dalam lingkungan rumah tangga yang didasarkan pada nilai-nilai agama harus mampu 

menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih dan pengertian. Walaupun demikian, 

realitasnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, sehingga setiap individu 

dalam rumah tangga berhak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan 

tekanan.(1) 

Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 huruf G yang menjelaskan bahwa setiap 

orang berhak atas perlindungan diri maupun keluarga. Ketika kita tidak menerapkan sila ke-2 

dalam Pancasila maka akan timbul beberapa konflik disalah satunya adlah KDRT (kekerasan 

dalam rumah tangga) yang sering kita temui di negara Indonesia ini.  Dalam konteks hukum, 

pandangan semacam itu tak lagi relevan karena kekerasan, terutama terhadap perempuan, 

adalah pelanggaran yang diatur oleh hukum, dan setiap individu berhak atas perlindungan 
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hukum. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat 

orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 

8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 tahun. 

Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana khusus maka mengesampingkan hukum 

yang bersifat umum.  Pelaku KDRT dijerat dengan UU PKDRT pasal 5 juncto pasal 44 ayat 1. 

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan tindak kriminal yang merugikan 

individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan pelakunya seharusnya dipidana. Namun, 

pelaksanaan hukuman seringkali sulit dilakukan karena kekerasan dalam rumah tangga masih 

dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan di dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat 

harus memiliki pemahaman yang lebih luas bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah 

masalah sepele, melainkan memerlukan penanganan hukum yang serius untuk memastikan 

keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya kekerasan. 

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah masalah kompleks yang sulit diatasi, 

terutama karena masih ada pandangan yang menempatkan anggota keluarga sebagai "milik" 

laki-laki dan menganggap kekerasan tersebut sebagai urusan pribadi yang tidak boleh 

diintervensi oleh pihak lain. Sistem hukum dan budaya saat ini juga belum selalu memberikan 

perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Para perempuan yang mengalami kekerasan tersebut berhak atas keamanan, 

perlindungan dari ancaman, dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

bentuk diskriminasi yang harus diberantas, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi 

Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan.(2) 

Banyak insiden kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak terungkap ke aparat 

penegak hukum atau diadili karena masih berlaku pandangan patriarki yang menempatkan 

masalah domestik sebagai urusan privat yang tak seharusnya diintervensi oleh pihak luar.  Oleh 

karena itu kita harus menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak 

asasi nya.  

Sebagai anggota kepolisian, mereka tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum salah 

satunya KDRT. Jika terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. 

Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum dan peradilan bebas serta tidak memihak 

harus ditegakkan dengan tegas. Setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota kepolisian, 

harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan 

perlakuan antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana 

keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan bagi anggota Polri juga diterapkan 

Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Kepolisian memiliki peran penting sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada warga untuk memastikan keamanan dalam negeri. Tujuan utama 

kepolisian adalah menciptakan keamanan dalam negeri yang mencakup pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta menciptakan 

ketentraman masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. 

Meskipun sering disebut sebagai "pekerja sosial berseragam", kepolisian juga 

menyediakan berbagai layanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. 

Meskipun begitu, hanya sebagian kecil dari tugas harian aparat kepolisian yang berfokus pada 

pencegahan, penanganan, dan penindakan kejahatan. Oleh karena itu, peran mereka dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki arti yang sangat penting. 
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Kepolisian memiliki peran yang lebih luas daripada hanya menyediakan layanan sosial, 

mereka juga harus bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan lainnya, seperti lembaga 

pelayanan keluarga dan anak-anak, dinas pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Mereka harus 

menangani berbagai jenis kasus, mulai dari penculikan anak, konflik rumah tangga, pertikaian 

antar tetangga, hingga masalah kesehatan mental seperti depresi dan upaya bunuh diri, dan 

bekerja sama dengan lembaga pelayanan sosial. Dalam beberapa situasi, kepolisian juga harus 

menangani upaya pencegahan kejahatan yang melibatkan kelompok rentan seperti orang tua, 

lansia, atau individu yang sedang dalam pengaruh alkohol, yang memerlukan kepekaan dan 

pendekatan khusus.(3) 

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik 

dan penyidik. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian sering kali dihadapkan pada masalah 

yang bersinggungan dengan kehidupan pribadi, seperti kasus perselingkuhan yang berpotensi 

merusak keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran serta kekerasan. Penting untuk 

dicatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata, 

tetapi juga mencakup perilaku penelantaran terhadap anggota keluarga, termasuk istri dan 

anak-anak. 

Penulis berkeinginan untuk melakukan studi lebih mendalam dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga" untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur tanggung jawab anggota 

kepolisian yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana proses hukum 

menangani kasus tersebut.  

 

METODElPENELITIAN 

Penelitian lhukum lnormatif ltahap lpertama ladalah lpenelitian lyang lbertujuan 

luntuk lmemperoleh lhukum l(norma lhukum) lyang lobyektif lmelalui lkajian lterhadap 

lpermasalahan lhukum. lPenelitian lhukum lnormatif ltahap lkedua ladalah lpenelitian lyang 

lbertujuan luntuk lmemperoleh lhukum lsubjektif l(hak ldan lkewajiban). lPenelitian lyang 

ldilakukan lbersifat ldeskriptif. lArtinya, lgambaran lgejala-gejala ldi llingkungan lsosial 

lyang lrelevan ldengan lkasus llyang lditeliti. Pendekatan llyang lldipilih lladalah llpendekatan 

lperundang-undangan, yang dimana dalam penelitian normatif lharus menggunakan 

pendekatan perundang-undanagan karena lyang diteliti memilki bermacam-macam aturan 

yang menjadi lfokus dan juga tema sentral dalam suatu penelitian. Bahan lhukum lyang 

ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah: 

a. Bahan lHukum lPrimer, lyaitu lbahan lhukum lyang lbersifat lautoritatif lartinya 

lmempunyai lotoritas. lBahan lhukum lprimer lterdiri ldari lperaturan lperundang-undangan 

lyang ldiurut lberdasarkan lhierarki, lseperti l: l 

1. Undang-Undang lDasar lRepublik lIndonesia lTahun l1945, lKitab lUndang-

Undang lHukum lPidana. 

2. Undang-undang lRepublik lIndonesia lNomor l1 lTahun l1946 lTentang lPeraturan 

lHukum lPidana. l 

3. Undang-undang lNomor l8 lTahun l1981 ltentang lKitab lUndang-undang lHukum 

lAcara lPidana 

4. Undang-undang lNomor l2 lTahun l2002 ltentang lKepolisian lRepublik lIndonesia 

5. Undang-Undang lNomor l23 lTahun l2004 lTentang lPenghapusan lKekerasan 

lDalam lRumah lTangga 

b. Bahan lHukum lSekunder, lyaitu lbahan lhukum lyang lterdiri latas lbuku-buku 

lteks lyang lditulis loleh lahli lhukum lyang lberpengaruh, ljurnal-jurnal lhukum, lpendapat 

lpara lsarjana, lkasus-kasus lhukum, lyurisprudensi, ldan lhasil-hasil lsimposium lmutakhir 

lyang lberkaitan ldengan ltopik lpenelitian. lDalam lhal lpenelitian lini, lbahan lhukum 
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lsekunder lyang ldigunakan ladalah lbuku-buku lteks ltentang lkekarasan ldidalam lrumah 

ltangga l l(KDRT) 

Bahan ihukum iyang idiperoleh idianalisis isecara inormatif iatau ilebih idikenal 

idengan ianalisis ideskriptif ikualitatif. iDi isini iseluruh ibahan ihukum iyang iterkumpul 

i(baik ibahan ihukum iprimer imaupun ibahan ihukum isekunder) idiolah idan idianalisis 

isecara isistematis iguna imemperoleh ikesimpulan iyang ijelas idan ijelas, iteori iatau ihukum 

iyang iterkandung idalam ihukum ipidana idisajikan idalam ibentuk ikesimpulan iyang ijelas 

iyang iberkaitan idengan ipokok ipembahasan 

 

HASILlPENELITIAN DANlPEMBAHASAN  

KDRT oleh Anggota Polri 

Polri, atau Kepolisian Republik Indonesia, adalah institusi negara yang bertugas 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada warga negara di Indonesia. Polri didirikan 

pada 1 Juli 1946, yang kini dirayakan sebagai Hari Bhayangkara. Pada masa awal 

kemerdekaan, tugas-tugas kepolisian dipegang oleh berbagai organisasi keamanan setempat 

sebelum akhirnya digabung menjadi satu institusi nasional. 

Kepolisian memiliki beragam tugas dan fungsi, termasuk: 

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Melaksanakan patroli, pengamanan, dan penegakan 

hukum untuk menjaga ketertiban umum. 

2. Penegakan Hukum: Menyelidiki dan menyidik tindak pidana. 

3. Pelayanan Masyarakat: Menyediakan layanan seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan menerima pengaduan masyarakat. 

4. Pengayoman dan Perlindungan: Melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman 

kepada masyarakat. 

Sebagai anggota kepolisian, tidak menutup kemungkinan melakukan perbuatan 

melanggar hukum salah satunya KDRT. Jika terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip 

seperti persamaan di hadapan hukum dan peradilan bebas serta tidak memihak harus 

ditegakkan dengan tegas. Setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota kepolisian, harus 

dimintai pertanggungjawaban di depan hukum tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan perlakuan 

antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana keduanya 

sama diproses sesuai hukum yang berlaku.  

Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana khusus maka mengesampingkan hukum 

yang bersifat umum.  Pelaku KDRT dijerat dengan UU PKDRT pasal 5 juncto pasal 44 ayat 1 

yang mempunyai ancaman hukuman pidana pnjara maksimal 15 tahun atau denda pling banyak 

lima belas juta rupiah. Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang apabila telah melakukan tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga akan terkena pasal 13 huruf H bahwa setiap pejabat Polri 

dalam etika kepribadian, dilarang melakukan tindak kekerasan dalam ruamh tangga. Ancaman 

hukuman pada siding kode etik antara lain, penundaan pangkat, demosi, bahkan pemberhentian 

dengan tidak hormat (PTDH). 

 

Data Penelitian  

Kasus Pertama :  Seorang polisi berpangkat Briptu di Tanjung Pinang diduga 

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya. Selain itu, polisi 

tersebut juga diduga mengancam akan membunuh istrinya. Polisi tersebut diduga melakukan 

tindakan kekerasan dengan cara mencekik dan mengancam nyawa istrinya. Tindakan ini 

merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang serius. Kasus ini kemungkinan pertama 

kali dilaporkan oleh korban atau pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi yang 



 

  

 

  

639 
 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (2): 635–652                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

melakukan kekerasan tersebut kemungkinan telah ditangkap atau sedang dalam proses 

penangkapan oleh pihak kepolisian setempat. Polisi yang diduga melakukan KDRT ini 

kemungkinan akan menghadapi proses hukum di internal kepolisian, yang melibatkan 

penyelidikan dan kemungkinan sidang disiplin. Selain itu, polisi tersebut juga bisa dijerat 

dengan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang KDRT.Kasus ini dapat menimbulkan 

dampak sosial yang luas, termasuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melawan KDRT 

dan mengatasi stigma terhadap korban KDRT untuk melaporkan kasus tersebut.Dalam kasus 

KDRT, perlindungan terhadap korban sangat penting. Korban perlu mendapatkan 

perlindungan fisik dan psikologis serta akses ke layanan bantuan dan dukungan.Kasus ini juga 

menunjukkan pentingnya upaya pencegahan KDRT melalui pendidikan, kesadaran, dan 

penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.Kasus ini menunjukkan bahwa KDRT dapat 

terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan aparat kepolisian. Pentingnya 

penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap korban KDRT tidak boleh diabaikan. 

Kasus Kedua :  Bripka Saeful Rahman yang menjalani sidang disiplin anggota Polri 

karena terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bripka Saeful Rahman, 

seorang anggota Polsek Cikole Polres Sukabumi Kota, terlibat dalam kasus KDRT. Kasus ini 

menyebabkan dia harus menjalani sidang disiplin internal kepolisian.Bripka Saeful Rahman 

sedang menghadapi sidang disiplin yang diadakan oleh internal Polri. Sidang disiplin ini 

bertujuan untuk menilai pelanggaran yang dilakukan dan menentukan sanksi yang sesuai. 

Proses ini adalah bagian dari mekanisme pengawasan internal kepolisian untuk memastikan 

anggotanya bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesi.KDRT adalah tindak pidana yang 

serius dan tidak dapat ditoleransi, terutama ketika dilakukan oleh seorang penegak hukum. 

Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan etika dalam tubuh kepolisian, serta kebutuhan 

untuk menegakkan disiplin di antara anggotanya. Kasus ini dapat berdampak pada reputasi 

kepolisian di mata publik. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam proses hukum 

internal sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

kepolisian.Jika Bripka Saeful Rahman terbukti bersalah, dia akan menerima sanksi disiplin 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Polri. Sanksi bisa berupa teguran, penurunan pangkat, 

atau bahkan pemecatan, tergantung pada beratnya pelanggaran.Publik dan media mengawasi 

kasus ini dengan seksama. Mereka berharap bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan 

transparan, serta bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelanggaran hukum oleh anggota 

kepolisian. 

Dalam dua kasus diatas pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. Undang-undang ini memberikan pengertian dan penjelasan mengenai tindakan KDRT, 

termasuk tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi. Undang-undang ini juga mengatur 

tentang perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT. 

Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri maka berlaku juga Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian  Republik Indonesia yang kemudian diatur dalam Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, 

yang menguraikan standar perilaku dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota 

Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pasal 13 huruf h menjelaskan 

bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, dilarang melakukan tindak kekerasan 

dalam rumah tangga. 

 

Analisis Hasil Penelitian  

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia   

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus menjadi teladan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana, 
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termasuk dalam memimpin keluarganya dan menegakkan hukum. Jika terjadi pelanggaran 

disiplin atau kode etik, anggota POLRI akan dikenai hukuman untuk memberikan efek jera. 

Sebelum membahas peraturan yang berlaku bagi anggota POLRI yang melakukan KDRT 

terhadap keluarganya, penting untuk memahami peraturan yang mengatur tugas dan tanggung 

jawab mereka.Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh 

anggota polisi, terdapat beberapa dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku: 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga:  

Undang-undang ini memberikan pengertian dan penjelasan mengenai tindakan KDRT, 

termasuk tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi. Undang-undang ini juga mengatur 

tentang perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (UU KDRT) adalah regulasi yang memberikan definisi dan penjelasan tentang tindakan 

KDRT, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Selain itu, UU KDRT juga mengatur 

mengenai perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus 

KDRT. UU KDRT menggolongkan KDRT sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, 

terutama perempuan, yang dapat menyebabkan penderitaan, luka fisik, sakit jiwa, cacat, atau 

bahkan kematian, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. 

Peraturan ini memberikan perlindungan bagi korban KDRT, termasuk dalam hal pencegahan 

tindakan kekerasan, memberikan bantuan hukum, dan pemulihan bagi korban. UU KDRT juga 

menekankan pentingnya pencegahan tindakan KDRT melalui edukasi, sosialisasi, pembentukan 

norma-norma yang mendukung, dan penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat. Dalam hal penanganan kasus KDRT, UU KDRT mengatur prosedur yang meliputi 

pelayanan medis, psikologis, sosial, dan hukum bagi korban, serta pembentukan Tim 

Penanganan KDRT di tingkat nasional dan daerah. 

Penegakan hukum terhadap kasus KDRT juga diatur dalam UU KDRT, di mana penegakan 

hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk sanksi pidana bagi pelaku KDRT. UU KDRT juga menekankan pentingnya kerjasama 

antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menangani kasus 

KDRT. Dengan demikian, UU KDRT diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif 

dalam upaya penghapusan KDRT dan perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia 

 

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Republik Indonesia  

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah panduan moral dan etika yang mengatur perilaku 

yang diharapkan dari anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini 

memiliki tujuan utama untuk memberikan pedoman yang jelas bagi anggota kepolisian dalam 

menjalankan tugas dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, menjaga martabat dan 

kehormatan institusi kepolisian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. 

Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan yang dilakukan saat bertugas 

hingga perilaku di luar jam kerja yang dapat mempengaruhi citra kepolisian. Dasar-dasar kode 

etik ini berakar pada prinsip-prinsip moralitas, etika, profesionalitas, kedisiplinan, dan 

kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, kode etik ini juga mencerminkan nilai-nilai 

seperti kejujuran, integritas, ketaatan, keadilan, keberanian, kesabaran, dan sikap tegas dalam 

menegakkan hukum. 

Adapun kewajiban anggota kepolisian yang diatur dalam kode etik ini meliputi menjaga 

keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, sementara larangan-larangan termasuk tindakan 
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yang merugikan kepentingan negara, masyarakat, atau institusi kepolisian. Kode etik ini juga 

mengatur prosedur penegakan, termasuk sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang 

melanggar ketentuan kode etik. 

Penerapan kode etik ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan kasus, hubungan 

dengan masyarakat, penggunaan kekuasaan, dan pengembangan diri anggota kepolisian. Selain 

itu, kode etik ini juga mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kode etik 

di lapangan serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota kepolisian 

terhadap kode etik tersebut. 

Diharapkan dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, anggota kepolisian dapat 

menjalankan tugasnya dengan lebih baik, lebih profesional, dan lebih dipercaya oleh 

masyarakat. 

 

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelidikan 

dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perkap 14/2011) 

adalah peraturan yang memberikan panduan dan tata cara bagi anggota kepolisian dalam 

melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus KDRT. Perkap ini memiliki 

beberapa poin penting yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, profesionalitas, 

dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT dilakukan melalui tahapan-tahapan yang 

terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan, identifikasi kasus, pengumpulan bukti, 

pemeriksaan saksi, hingga proses hukum terhadap pelaku. Perkap 14/2011 juga menekankan 

perlunya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban KDRT, termasuk dalam 

hal keamanan fisik, psikologis, akses terhadap bantuan hukum, dan layanan sosial. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kerjasama antara kepolisian dengan lembaga 

dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus KDRT, serta pentingnya pendidikan dan 

pelatihan bagi anggota kepolisian dalam penanganan kasus KDRT. Proses penegakan hukum 

terhadap kasus KDRT harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. 

Dengan demikian, Perkap 14/2011 bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kasus 

KDRT dilakukan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab, serta memberikan 

perlindungan yang maksimal kepada korban. 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (PP No. 2/2003) memiliki tujuan yang penting dalam mengatur tata 

cara disiplin bagi anggota kepolisian. PP ini tidak hanya bertujuan untuk memelihara ketaatan 

anggota kepolisian terhadap peraturan dan perintah atasan, tetapi juga untuk meningkatkan 

standar pelayanan kepolisian kepada masyarakat. 

PP No. 2/2003 memiliki cakupan yang luas, mencakup seluruh jajaran anggota kepolisian 

dari berbagai pangkat. Aturan ini berlaku tidak hanya untuk tindakan yang dilakukan dalam jam 

dinas, tetapi juga di luar jam dinas yang dapat merugikan institusi kepolisian. 

Salah satu poin penting dalam PP No. 2/2003 adalah mengenai kewajiban dan larangan bagi 

anggota kepolisian. Mereka diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan martabat institusi 

kepolisian, serta dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan institusi atau 

masyarakat. 
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PP No. 2/2003 juga mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran disiplin dan sanksi yang dapat 

diberikan. Mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat dapat diterapkan 

sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin, PP No. 2/2003 memberikan pedoman tentang 

prosedur yang harus diikuti, termasuk proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pelaksanaan 

sanksi. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan disiplin juga ditekankan sebagai 

bagian penting dalam PP ini. 

Selain itu, PP No. 2/2003 juga memberikan pengaturan tentang pemberian penghargaan bagi 

anggota kepolisian yang telah menunjukkan kinerja dan perilaku yang baik dalam menjalankan 

tugasnya. 

Dengan demikian, PP No. 2/2003 memiliki peran yang signifikan dalam menjaga disiplin, 

ketaatan, dan profesionalisme anggota kepolisian, serta meningkatkan pelayanan publik yang 

diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat. 

 

5. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia  

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah seperangkat norma dan aturan yang 

mengatur perilaku dan tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik ini 

bertujuan untuk mendorong standar profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan yang 

tinggi dari kepolisian kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai 

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia: 

a) Tujuan dan Fungsi yang Jelas: Kode Etik ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas 

bagi anggota kepolisian agar menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan 

bertanggung jawab. Selain itu, Kode Etik ini juga bertujuan untuk meningkatkan integritas 

dan moralitas anggota kepolisian dalam berbagai situasi tugasnya. 

b) Ruang Lingkup yang Komprehensif: Kode Etik ini mencakup segala aspek kehidupan dan 

tugas sehari-hari anggota kepolisian, termasuk dalam berpakaian, berkomunikasi, 

berinteraksi dengan masyarakat, mengelola informasi, menggunakan kekuasaan, hingga 

menjaga kehormatan dan martabat institusi kepolisian. 

c) Prinsip-prinsip yang Menjadi Pedoman: Kode Etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip 

moralitas yang tinggi, seperti kejujuran, integritas, ketaatan, keadilan, kerjasama, dan 

kesopanan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perilaku dan tindakan anggota kepolisian 

dalam menjalankan tugasnya dengan baik. 

d) Nilai-nilai yang Ditekankan: Kode Etik ini mengandung nilai-nilai penting seperti 

kejujuran, disiplin, kesetiaan, tanggung jawab, dan sikap hormat terhadap hak asasi 

manusia. Nilai-nilai ini dianggap sebagai landasan yang harus dipegang teguh dan 

diterapkan oleh setiap anggota kepolisian dalam setiap aspek kehidupan dan tugasnya. 

e) Kewajiban dan Larangan yang Jelas: Kode Etik ini menetapkan kewajiban yang harus 

dipatuhi oleh anggota kepolisian, seperti menjaga kehormatan dan martabat institusi 

kepolisian, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat. Di sisi lain, Kode Etik ini juga melarang anggota kepolisian untuk 

melakukan tindakan korupsi, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku tidak 

etis lainnya. 

f) Penegakan dan Pengawasan yang Ketat: Kode Etik ini ditegakkan melalui mekanisme 

internal kepolisian, termasuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja anggota 

kepolisian. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi disiplin sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

g) Penerapan dalam Praktik Sehari-hari: Kode Etik ini diimplementasikan dalam berbagai 

aspek kegiatan kepolisian, seperti dalam penanganan kasus, interaksi dengan masyarakat, 

penggunaan kekuasaan, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh anggota kepolisian 

dalam menjalankan tugasnya. 
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h) Pengembangan dan Peningkatan Berkelanjutan: Kode Etik ini juga menekankan 

pentingnya pengembangan dan peningkatan diri anggota kepolisian melalui pendidikan, 

pelatihan, dan pembinaan, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap 

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 

Dengan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, diharapkan anggota 

kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

 

Penegakan hukum Anggota Polri yang melakukan Tindak  Pidana KDRT 

Anggota POLRI secara personal adalah individu yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

diatur oleh Undang-Undang Kepolisian untuk menjadi bagian dari dan menjalankan fungsi di 

dalam POLRI. Mereka merupakan pegawai negeri dengan pangkat yang mencerminkan peran, 

fungsi, dan kemampuan POLRI serta merupakan legitimasi untuk wewenang dan tanggung 

jawab mereka dalam menjalankan tugas. 

POLRI memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif untuk memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi represif sebagai penegak hukum. 

Sebagai bagian dari penegak hukum dalam negara hukum, anggota POLRI tidak 

dikecualikan dari aturan hukum dan terikat pada prosedur hukum yang berlaku. Mereka 

bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Sistem pertanggungjawaban hukum 

POLRI mencakup penyelesaian masalah berdasarkan hukum administrasi dan pidana atas 

perilaku yang melanggar atau melenceng dari tugas mereka secara personal. 

Pelanggaran perilaku oknum anggota polisi mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan 

wewenang resmi, aturan organisasi, serta nilai dan standar perilaku yang diharapkan.Anggota 

POLRI diharapkan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan 

undang-undang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika bertugas. Mereka dianggap 

sebagai representasi Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat, 

bahkan ketika mereka sedang tidak bertugas. 

Peraturan disiplin POLRI mengatur tidak hanya tata cara menjalankan tugas, tetapi juga 

perilaku pribadi anggota POLRI dalam masyarakat. Ini mencakup kewajiban, larangan, dan 

sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut. 

Hukum pidana menjadi landasan bagi sistem akuntabilitas hukum secara individual di 

POLRI. Apabila anggota POLRI menggunakan kewenangan mereka untuk tujuan yang dilarang 

atau diatur oleh undang-undang pidana, maka hukum pidana, baik dalam substansi maupun 

formalitasnya, akan diterapkan terhadap mereka. 

Kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI dapat terungkap melalui laporan 

atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui 

Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) atau Sub Bidang Provos (Divisi Profesi dan 

Pengamanan POLRI/Propam). 

Propam POLRI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

organisasi dan tata kerja satuan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

berperan sebagai unit pengawas dan pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada 

Kapolri. Propam memiliki fungsi untuk memastikan integritas dan akuntabilitas anggota POLRI 

serta menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian, serta menerima pengaduan 

dari masyarakat terkait pelanggaran kode etik, disiplin, tindak pidana, dan potensi korupsi yang 

melibatkan anggota atau pegawai negeri sipil POLRI. 

Laporan atau pengaduan yang diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) akan 

diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana anggota Polri akan diperlakukan secara 

adil seperti masyarakat umum yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, apabila laporan 

atau pengaduan tersebut diteruskan ke Sub Bidang Provos, penanganannya akan 



 

  

 

  

644 
 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (2): 635–652                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

mempertimbangkan apakah perbuatan tindak pidana tersebut bisa diproses dalam sidang disiplin 

Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditetapkan oleh seorang Ankum. 

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan disiplin di Polri, seorang Ankum harus 

mampu memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan atau melakukan tindak 

pidana. Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi, karena 

penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan, ketaatan, ketertiban, dan 

keamanan demi menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, seorang 

Ankum harus menginternalisasi sikap sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, 

serta menjunjung tinggi supremasi hukum agar dihormati dan dicintai oleh masyarakat. 

Jika seorang Ankum menilai bahwa perbuatan tindak pidana tersebut merupakan 

pelanggaran, dan anggota Polri masih bisa dipertahankan dalam institusi, maka anggota tersebut 

akan menjalani Sidang Disiplin. Namun, jika perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota 

Polri dianggap telah merusak reputasi institusi kepolisian dan tidak dapat lagi dipertahankan 

sebagai anggota, maka Ankum akan mengambil langkah hukuman melalui Sidang Kode Etik 

Profesi Polri. 

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disebut sebagai kekerasan domestik, merupakan 

masalah yang khas karena dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk dalam rumah 

tangga anggota Polri. Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan 

(Iteri), dengan pelaku kebanyakan adalah suami (Anggota Polri). 

Kekerasan dalam rumah tangga secara prinsipil dianggap sebagai tindakan yang melanggar 

hukum. Artinya, setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) harus diproses secara hukum, termasuk ketika pelakunya 

adalah anggota Polri. Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menegaskan bahwa anggota Polri harus mematuhi yurisdiksi peradilan 

umum. Dengan kata lain, anggota polisi yang terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana 

harus mengikuti proses hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peradilan 

umum. 

Dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, 

terutama kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian perkara tersebut sama dengan 

penanganan terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu melalui proses hukum di peradilan 

umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, proses peradilan pidana bagi 

anggota Polri biasanya dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, 

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan pidana terpadu 

menurut Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(UUPKDRT) mengacu pada pendekatan yang menyeluruh. "Terpadu" di sini mencerminkan 

bahwa penanganan tidak hanya fokus pada pengadilan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga 

memperhatikan hak-hak korban serta proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, tujuan utama 

dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah: 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. 

2. Melindungi korban-korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga untuk menciptakan 

lingkungan yang aman dan sejahtera. 

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan melindungi individu-

individu dalam keluarga, melainkan juga sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat 

secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga ketertiban sosial 

dan mencapai kesejahteraan umum. Strategi penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 

dua bagian utama: 
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1. Sarana penal, yaitu hukum pidana, yang berfokus pada penindakan terhadap kejahatan 

setelah terjadi. 

2. Sarana non penal, yang lebih menekankan pada upaya pencegahan agar kejahatan tidak 

terjadi. 

Dengan demikian, sistem peradilan pidana terpadu dalam UUPKDRT tidak hanya 

mengedepankan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga memberikan 

perhatian yang menyeluruh terhadap korban dan mendukung pemulihan serta rekonsiliasi dalam 

lingkungan rumah tangga. 

  Anggota iPolri iyang iterlibat idalam itindak ipidana itidak ihanya idiproses idi ipengadilan 

iumum, itetapi ijuga imelalui isidang ikode ietik iinternal iyang idiatur idalam iPeraturan 

iKepala iKepolisian iRepublik iIndonesia iNomor i7 iTahun i2022 imengenai iKode iEtik 

iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia. 

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya memperhatikan prosedur 

hukum yang berlaku di peradilan umum, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan 

restorative justice atau penyelesaian melalui mediasi penal, yang bertujuan untuk mencapai 

perdamaian antara pelaku dan korban. 

Dalam menangani kasus KDRT, Kapolri telah menerbitkan beberapa peraturan, seperti Surat 

lKapolri lNomor lPol: lB/3022/XII/2008/SDEO lPS ltanggal l14 lDesember l2009 ltentang 

lPenanganan lKasus lMelalui lAlternatif lDispute lResolution l(ADR) ldan lPeraturan lKepala 

lKepolisian lNegara lRepublik lIndonesia lNomor l7 lTahun l2008 ltentang lPedoman lDasar 

lStrategi ldan lImplementasi lPemolisian lMasyarakat ldalam lPenyelenggaraan lTugas lPolri. 

Secara umum, dalam kasus KDRT dengan dampak yang lrelatif lringan lbagi lkorban, 

lpenyidik lakan lberupaya luntuk lmendamaikan lpihak-pihak lyang lberselisih ldengan 

lmelibatkan lkeluarga ldan lmasyarakat lsekitar. Namun, jika kasus KDRT tersebut 

mengakibatkan cedera serius atau kematian korban, penyelesaiannya akan mengikuti proses 

hukum yang berlaku, termasuk melalui tahapan persidangan. 

 

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri sebagai Pelaku KDRT 

Dasar dari adanya tindak pidana adalah prinsip legalitas, yang mengindikasikan bahwa 

seseorang hanya dapat dipidanakan jika melakukan lperbuatan lyang lbertentangan ldengan 

lhukum. lArtinya, lpertanggungjawaban lpidana ltimbul lketika lindividu ltersebut lmelakukan 

tindakan yang dianggap melanggar standar hukum yang berlaku. Secara esensial, 

pertanggungjawaban lpidana ladalah lsuatu lmekanisme lyang ldibentuk luntuk lmenanggapi 

lpelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, artinya hanya 

pelaku langsung dari perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, tidak 

ada kemungkinan untuk mengalihkan atau menyalahkan individu lain atas tindakan yang 

dilakukan. 

Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah pelaku 

perbuatan pidana tersebut layak untuk dijatuhi sanksi pidana. Hal ini melibatkan evaluasi 

terhadap apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi lsyarat-syarat lyang ltelah 

lditetapkan ldalam lundang-undang lpidana lyang lberlaku. Selain itu, juga dipertimbangkan 

apakah pelaku memiliki kapasitas untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya menurut 

hukum yang berlaku. 

Berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP, Moeljatno lmenyimpulkan 

lbahwa luntuk ldianggap lmemiliki lkemampuan lbertanggung ljawab, lindividu lharus 

lmemenuhi ldua lpersyaratan lsebagai lberikut: 

a) Memiliki kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang sesuai dengan hukum dan 

yang melanggar hukum, serta memiliki pemahaman tentang perbedaan antara perilaku 

yang etis dan yang tidak etis. 
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b) Mampu mengendalikan kehendaknya dengan penuh kesadaran, dengan 

mempertimbangkan konsekuensi baik dan buruk dari tindakannya secara sadar. 

 

Pertanggungjawaban lpidana ljuga ldipertimbangkan ldari lperspektif lkeberadaan lalasan 

lpembenar latau lalasan lpemaaf lyang ldapat lmenghapuskan lpertanggungjawaban lpidana. 

lAlasan-alasan ltersebut ldiatur ldalam lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana, lkhususnya 

ldalam lBuku lI lBab lIII lPasal l44, lPasal l48, lPasal l49, lPasal l50, ldan lPasal l51 lKUHP. 

lPasal-pasal lini lmenetapkan lkondisi-kondisi lyang ldapat lmenghilangkan lpenerapan lpidana, 

lseperti lketidakmampuan lbertanggung ljawab, lkeadaan lpaksa l(overmacht), lpembelaan ldiri 

lyang lterpaksa, lkepatuhan lterhadap lUndang-Undang, ldan lperintah ljabatan lyang lsah. 

lDengan ladanya lalasan-alasan lini, lpertanggungjawaban lpidana lterhadap lindividu lyang 

lmelakukan lperbuatan lpidana ldapat ldibatalkan. 

Subyek ihukum idalam ikonteks ipertanggungjawaban ipidana iadalah isetiap iorang iyang 

imelakukan iperbuatan ipidana. iPertanggungjawaban ipidana iditerapkan ipada isiapa ipun 

iyang iterlibat idalam iperbuatan ipidana, itermasuk ianggota iPolri iyang iterlibat idalam ikasus 

ikekerasan idalam irumah itangga. iAnggota iPolri isecara ipribadi imerujuk ikepada iindividu 

iyang itelah imemenuhi ipersyaratan iyang idiatur ioleh iUndang-Undang iKepolisian iuntuk 

ibergabung idan imengoperasikan iorganisasi iPolri. iMereka iadalah ipegawai inegeri iyang 

idiberikan ipangkat iyang imencerminkan iperan, ifungsi, idan iwewenang iPolri iserta 

itanggung ijawab idalam imenjalankan itugasnya. iPolri imemiliki idua ifungsi iutama, iyaitu 

ifungsi ipreventif iyang ibertujuan iuntuk imemberikan iperlindungan, ipengayoman, idan 

ipelayanan ikepada imasyarakat, iserta ifungsi irepresif isebagai ipenegak ihukum. 

Hukum ipidana imenjadi ifondasi iutama idalam isistem ipertanggungjawaban ihukum ibagi 

ianggota iPOLRI isecara iindividualKetika anggota POLRI menggunakan kewenangan mereka 

untuk tujuan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang pidana, baik melalui tindakan yang 

aktif maupun pasif, mereka akan terkena dampak hukum pidana, baik dari segi substansi 

maupun prosedural. 

Apabila terdapat dugaan bahwa seorang anggota POLRI melakukan tindak pidana, hal 

tersebut menandakan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil seperti KUHP atau 

UU Perlindungan Korban Kekerasan lDalam lRumah lTangga l(UUPKDRT) lyang lmemiliki 

lsanksi lpidana. lUntuk lmenegakkan lhukum lpidana lmateriil lini, lproses lhukum lpidana 

lformal ldilakukan lsesuai ldengan lKUHAP. lPenegakan lhukum lpidana lformal lini 

ldidasarkan lpada lprinsip-prinsip llegalitas ldan lkulpabilitas lyang lterdapat ldalam lhukum 

lpidana lmateriil. 

Meskipun lPasal l8 layat l(1) lUU lNo. l2 lTahun l2002 lmenetapkan lbahwa lPOLRI lberada 

ldi lbawah lpengawasan lPresiden, lnamun lketika lmenyangkut langgota lPOLRI lyang lterlibat 

ldalam ltindak lpidana, ltanggung ljawab lhukum lmereka ltidak ldapat llangsung ldiminta 

lpertanggungjawabannya loleh lPresiden. 

Tindak lpidana lyang ldibahas ldalam lhukum lpidana ladalah lbagian ldari lhukum lpublik 

lyang lberkaitan ldengan lkepentingan lumum. lKonsekuensinya, lhak-hak ldan lkewenangan 

lkorban latau lkeluarga lkorban ldalam lproses lhukum lpidana ldikelola loleh laparat lnegara. 

lUngkapan l"diambil lalih" lmenegaskan lbahwa lkorban latau lkeluarga lmereka ltidak 

lmemiliki lkewenangan llangsung luntuk lmenuntut lpertanggungjawaban ldari langgota 

lPOLRI. lHal lyang lsama lberlaku luntuk lPresiden, lyang ldalam lkonteks lhukum lpidana 

ltidak lterlibat ldalam lpertanggungjawaban lhukum lPOLRI lsecara lpribadi. 

Anggota lPOLRI lyang lterbukti lmelakukan lpelanggaran lpidana lmenurut lkeputusan 

lhakim ldari lperadilan lumum ldapat ldilaporkan loleh lmasyarakat, lkhususnya lkorban 

lkekerasan ldalam lrumah ltangga l(KDRT), lkepada lPROPAM latau lKOMPOLNAS. 

lTujuannya ladalah lagar langgota lPOLRI ltersebut ldikenai lsanksi ladministratif ldari 

linternal lorganisasi lPOLRI. lHal lini ldisebabkan loleh lfakta lbahwa lsetiap langgota lPOLRI 
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lyang lterlibat ldalam ltindak lpidana ljuga lsecara llangsung lmelanggar lPeraturan lDisiplin 

lPOLRI ldan lKode lEtik lPOLRI. lOleh lkarena litu, langgota lPOLRI lyang lterlibat ldalam 

ltindak lpidana ldapat ldikenakan lsanksi lpidana lserta lsanksi ladministratif. 

Seperti ltelah ldijelaskan lsebelumnya, lproses lpenanganan lperkara lpidana lbagi langgota 

lPOLRI ldimulai ldari lpenyelidikan lhingga lpersidangan, ldilaksanakan lsesuai ldengan 

lketentuan lyang ldiatur lldalam llUndang-Undang llNomor ll8 llTahun ll1981 lltentang 

llHukum llAcara llPidana ll(KUHAP). lHal lini ljuga ltercermin ldalam lregulasi lkhusus, 

ltermasuk: 

a. Pasal l2 lPeraturan lPemerintah lNomor l3 lTahun l2003 ltentang lPelaksanaan lTeknis 

lInstitusional lPeradilan lUmum lBagi lAnggota lKepolisian lNegara lRepublik 

lIndonesia, lyang lmenetapkan lbahwa lproses lperadilan lpidana lbagi langgota lPOLRI 

lumumnya lmengikuti lhukum lacara lyang lberlaku ldi lperadilan lumum. 

b. Pasal l4 lPeraturan lPemerintah lNomor l3 lTahun l2003 lyang lmengatur lbahwa 

lpenyidikan lterhadap langgota lPOLRI lyang lmelakukan ltindak lpidana ldilakukan loleh 

lpenyidik lsesuai ldengan lhukum lacara lpidana lyang lberlaku ldi llingkungan lperadilan 

lumum. 

 

Dengan ldemikian, lproses lhukum lterhadap langgota lPOLRI lyang lterlibat ldalam 

ltindak lpidana ltidak lhanya lmempertimbangkan laspek lhukum lpidana lformal ltetapi ljuga 

lmengikuti laturan lprosedural lyang lberlaku lsecara lluas ldi lIndonesia. 

Berikut ladalah lsanksi-sanksi lyang ldiberlakukan lterhadap langgota lkepolisian lyang 

lmelakukan ltindak lpidana: 

a) Sanksi Pidana: Sesuai ldengan lUndang-Undang lPerlindungan lKorban lKekerasan 

lDalam lRumah lTangga l(UUPKDRT)dan peraturan pidana lainnya yang berlaku seperti 

KUHP. 

b) Sanksi Administratif: Berdasarkan regulasi internal Kepolisian Republik Indonesia, yang 

mencakup tindakan administratif terhadap anggota yang melanggar disiplin atau terlibat 

dalam tindak pidana. 

c) Sidang Profesi atau Sidang Disiplin: Dilakukan di internal POLRI untuk menegakkan kode 

etik dan disiplin anggota, dengan ancaman hukuman seperti penurunan pangkat, 

pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan sanksi lainnya. 

d) Penurunan Pangkat: Salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap 

anggota POLRI yang terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lainnya. 

Tindakan-tindakan ini diberlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan 

kebijakan internal untuk memastikan bahwa anggota POLRI bertanggung jawab atas tindakan 

mereka serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. 

Beberapa lsanksi lyang lberlaku lbagi langgota lPolri lyang lmelakukan lpelanggaran lhukum 

lpidana lmaupun lpelanggaran lKode lEtik lProfesi ldan lDisiplin lantara llain ladalah lsebagai 

lberikut: 

1. Sanksi lpelanggaran ldisiplin ldiatur ldalam lPasal l9 lPeraturan lPemerintah lRepublik 

lIndonesia lNomor l2 lTahun l2003 ltentang lPeraturan lDisiplin lAnggota lKepolisian lNegara 

lRepublik lIndonesia, lberupa: 

1. Peringatan Tertulis: Diberikan kepada anggota POLRI sebagai teguran pertama atas 

pelanggaran yang dilakukan. 

2. Penundaan Kenaikan Pangkat: Pemberian sanksi ini dapat menghambat atau menunda 

kenaikan pangkat anggota POLRI yang bersangkutan. 

3. Pemindahan Tugas: Pemindahan tugas sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera 

atau untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan. 

4. Penundaan Kenaikan Gaji: Sanksi ini mengakibatkan penundaan kenaikan gaji anggota 

POLRI lyang lmelakukan lpelanggaran ldisiplin. 
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5. Pemberhentian lSementara ldari lJabatan latau lPekerjaan: lMenyebabkan langgota lPOLRI 

lsementara ltidak ldapat lmelaksanakan ltugasnya lkarena lsanksi lini. 

6. Pembebasan ldari lJabatan: lSanksi lini lmencakup lpemberhentian ldari ljabatan latau 

lpekerjaan lyang ldiemban loleh langgota lPOLRI lyang lbersangkutan. 

 

2. Sanksi lpelanggaran lKode lEtik lProfesi lKepolisian lNegara lRepublik lIndonesia ldiatur 

ldalam lPasal l21 lPeraturan lKepala lKepolisian lNegara lRepublik lIndonesia lNomor l7 

lTahun l2022 ltentang lKode lEtik lProfesi lPOLRI lmeliputi: 

1. Peringatan lTertulis: lDapat ldiberikan lkepada langgota lPolri lyang lmelakukan 

lpelanggaran lringan latau lpertama lkali lmelanggar lKode lEtik lProfesi. 

2. Peringatan lKeras: lDiberikan lkepada langgota lPolri lyang lmelakukan lpelanggaran lyang 

llebih lserius latau ltelah lmelakukan lpelanggaran lsebelumnya. 

3. Penghentian Sementara: Pemberhentian sementara dari jabatan atau tugas-tugas tertentu 

sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. 

4. Penurunan Pangkat: Bisa diterapkan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik 

Profesi secara serius. 

5. Pemberhentian dari Kepolisian: Jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan 

merugikan institusi, anggota Polri dapat diberhentikan dari dinas kepolisian. 

6. Pencabutan Tanda Penghargaan: Jika terbukti melanggar dengan serius, anggota Polri dapat 

kehilangan penghargaan atau tanda kehormatan yang dimilikinya. 

Sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas 

anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya pelayanan kepolisian yang baik 

kepada masyarakat. 

Tahapan idalam ipelaksanaan iSidang iKomisi iKode iEtik iKepolisian iNegara iRepublik 

iIndonesia i(KKEP) isesuai idengan iketentuan idalam iPasal i54 iPeraturan iKepala 

liKepolisian liNegara liRepublik liIndonesia liNomor li19 liTahun li2012 litentang liSusunan 

liOrganisasi liDan iTata iKerja iKomisi iKode iEtik iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia 

imeliputi ilangkah-langkah iberikut: 

1. Komisi lKode lEtik l(KKEP) lmelakukan lpemeriksaan lawal lterhadap llaporan 

lpelanggaran lKode lEtik lProfesi lPolri yang diterima. 

2. Setelah memverifikasi cukupnya bukti, KKEP mengumumkan jadwal dan agenda sidang 

kepada anggota Polri terkait secara tertulis. 

3. Anggota lPolri lyang ldiduga lmelanggar lKode lEtik ldipanggil luntuk lmenghadiri sidang 

dan memberikan penjelasan serta pembelaan. 

4. Sidang KKEP dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, bukti-bukti, 

dan penjelasan dari anggota Polri yang bersangkutan. 

5. Setelah mendengar semua bukti dan keterangan, KKEP melakukan deliberasi untuk 

menetapkan apakah anggota Polri tersebut bersalah atau tidak. Jika bersalah, KKEP 

menetapkan sanksi yang sesuai. 

6. Putusan dan sanksi yang ditetapkan oleh KKEP disampaikan secara tertulis kepada anggota 

Polri yang bersangkutan. 

7. Sanksi yang diputuskan oleh KKEP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa sidang KKEP berlangsung secara adil, 

transparan, dan mempertimbangkan hak-hak anggota Polri yang terlibat dalam proses 

tersebut. 

Setelah penyelesaian sidang di pengadilan oleh Hakim Peradilan Umum dan penyelesaian 

proses peradilan umum hingga diperoleh putusan yang final (incraht van gewisjde), sesuai 

ldengan lPasal l22 lAyat l(2) lPeraturan lKapolri lNomor l7 lTahun l2022 ltentang lKode lEtik 

lProfesi lPolri, llangkah lselanjutnya ladalah lbahwa lsetelah lterbukti lsecara lsah lmelakukan 

lpelanggaran lpidana, langgota lPolri lakan lmenjalani lsidang ldi lKomisi lKode lEtik lPolri 
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l(KKEP). lSidang lini lbertujuan luntuk lmenentukan lsanksi ladministratif lyang ltermasuk 

lRekomendasi lPemberhentian lTidak lDengan lHormat l(PTDH), lsebagaimana ldiatur ldalam 

lPasal l21 lAyat l(3) lhuruf la, lb, ld, ldan lf. 

Anggota lPolri lyang lterkena lsanksi lsesuai ldengan lPasal l21 lAyat l(1) lhuruf ld, le, lf, 

ldan lg lberhak luntuk lmengajukan lbanding lkepada lKomisi lBanding lmelalui latasan ldi lunit 

lorganisasi lKKEP, lsesuai ldengan lketentuan lyang ldiatur ldalam lPasal l25 lAyat l(3) 

lPeraturan lKapolri lNomor l7 lTahun l2022 ltentang lKode lEtik lProfesi lPolri. 

 

Pembahasan 

Hasil pembahasan mengenai pertanggungjwaban pidana lbagi langgota Polri lyang 

lmelakukan ltindak lKekerasan lDalam lRumah lTangga mencakup beberapa poin penting yang 

diperoleh dari analisis dan diskusi yang mendalam. Berikut adalah penjelasan secara panjang 

mengenai hasil pembahasan tersebut: 

1. Kewajiban dan Tanggungjawab Hukum Anggota Polri 

Sebagai pelayan masyarakat yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, langgota lPolri 

lmemiliki ltanggungjawab lmoral ldan lhukum lyang ltinggi. Mereka diharapkan untuk 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, termasuk mematuhi undang-undang yang 

mengatur tindak pidana, termasuk KDRT. Hasil pembahasan menekankan bahwa anggota 

Polri harus bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan mereka, baik dalam konteks 

profesionalisme maupun kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku. 

2. Penanganan Kasus KDRT oleh Aparat Penegak Hukum 

Pembahasan menyoroti proses penanganan kasus KDRT yang melibatkan anggota Polri. 

Langkah-langkah penegakan hukum yang objektif dan adil diperlukan untuk memastikan 

bahwa setiap pelanggaran ihukum, itermasuk iyang idilakukan ioleh ianggota iPolri, 

ditangani idengan itepat idan isesuai idengan iprosedur iyang iberlaku. Hal ini mencakup 

proses penyelidikan yang komprehensif, penuntutan yang berdasarkan bukti yang kuat, 

serta penanganan kasus di pengadilan dengan prinsip keadilan bagi semua pihak terlibat. 

3. Aspek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana 

Hasil pembahasan menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota Polri sebagai 

pelaku KDRT terikat pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada, terutama Undang-Undang 

Perlindungan iKekerasan iDalam iRumah iTangga i(UUPKDRT). iAnggota iPolri iyang 

iterbukti imelakukan itindak ipidana iKDRT idapat idikenai isanksi iberdasarkan UU 

tersebut, yang meliputi hukuman pidana sesuai dengan tingkat keparahannya. Proses ini 

harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan untuk menjamin keadilan 

bagi korban dan pelaku. 

4. Sanksi Administratif dan Disiplin 

Selain sanksi pidana, anggota Polri yang terlibat dalam kasus KDRT juga dapat dikenai 

sanksi administratif dan disiplin sesuai dengan peraturan internal Polri, seperti Peraturan 

Kepala Kepolisian tentang Kode Etik Profesi dan peraturan disiplin lainnya. Sanksi-sanksi 

ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan moralitas dalam tubuh kepolisian, serta 

memberikan deterrensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. 

5. Implikasi Terhadap Citra Institusi Polri dan Masyarakat 

Hasil pembahasan menyoroti pentingnya menjaga citra institusi Polri sebagai lembaga 

penegak hukum yang profesional dan terpercaya di mata masyarakat. Kasus KDRT yang 

melibatkan anggota Polri tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi 

juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan yang tegas dan konsisten dalam menangani kasus 

KDRT menjadi kunci untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap 

Polri. 

6. Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kesadaran 
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Selain menangani kasus secara reaktif, hasil pembahasan juga menyoroti pentingnya upaya 

preventif dan pendidikan untuk mencegah terjadinya KDRT di kalangan anggota Polri 

maupun masyarakat umum. Pelatihan, pendidikan tentang hak asasi manusia, etika profesi, 

serta upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga 

dapat membantu mengurangi insiden KDRT. 

 

Upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi, berikut adalah rangkuman 

yang lebih mendalam: 

Anggota Polri mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang mencakup pemahaman 

mendalam tentang KDRT, termasuk tindakan-tindakan yang dianggap sebagai KDRT, 

dampaknya secara psikologis dan sosial, serta strategi pencegahan yang efektif. Pelatihan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan anggota polisi terhadap kasus KDRT 

agar mereka dapat mengidentifikasi dan menangani kasus tersebut dengan cepat di masyarakat. 

Selain itu, anggota polisi juga aktif dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye sosialisasi 

mengenai KDRT kepada masyarakat. Mereka memberikan edukasi tentang hak-hak dan 

perlindungan hukum bagi korban KDRT, serta cara melaporkan kasus tersebut dengan aman 

dan terjamin. 

Upaya pencegahan juga meliputi penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap anggota 

polisi yang terlibat dalam kasus KDRT. Ini mencakup penyelidikan menyeluruh terhadap 

laporan KDRT yang melibatkan anggota polisi, penuntutan berdasarkan bukti yang kuat, dan 

pengadilan yang transparan. Dengan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap KDRT 

di kalangan anggota polisi, upaya ini diharapkan dapat mempengaruhi perilaku dan menjaga 

integritas profesi kepolisian. 

Selain itu, anggota polisi yang terlibat dalam kasus KDRT, baik sebagai pelaku maupun 

korban, juga memerlukan dukungan konseling dan psikologis yang memadai untuk membantu 

mereka mengatasi stres dan trauma yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam kasus tersebut. 

Kolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga perlindunganl anak, Lembagalsosial, juga 

menjadi bagian dari upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi. Kolaborasi 

ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan memberikan dukungan 

holistik bagi korban KDRT. 

Upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi adalah suatu proses dinamis 

yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Anggota polisi perlu secara terus-

menerus mengevaluasi program pencegahan yang ada, memperbarui strategi berdasarkan 

pembelajaran dari kasus-kasus yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang masih 

memerlukan perhatian lebih lanjut dalam upaya pencegahan KDRT. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan anggota polisi dapat berperan sebagai agen perubahan 

yang aktif dalam mengurangi dan mencegah KDRT, serta membantu menciptakan lingkungan 

yang aman dan harmonis bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota kepolisian, harus dimintai 

pertanggungjawaban di depan hukum tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan perlakuan antara 

anggota kepolisian dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana keduanya sama 

diproses sesuai hukum yang berlaku.  

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU KDRT pasal 5 huruf a juncto 

pasal 44 ayat 1.  

Pasal 5 UU KDRT berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 

a. Kekerasan fisik; 

b. Kekerasan psikis; 

c. Kekerasan seksual; atau 

d. Penelantaran dalam rumah tangga. 
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Pasal 44 ayat 1 UU KDRT berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima 

belas juta rupiah). 

Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, mengandung ketentuan-ketentuan rinci yang berkaitan dengan pemberhentian 

anggota Polri, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik 

Polri. dan peraturan pidana lainnya yang berlaku seperti pasal 354 KUHP yaitu barang siapa 

sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 

penjara paling lama 8 tahun. 

 

Simpulan. 

Berdasarkan hasil peneliitian diatas, makaldapat diambil kesimpulan sebagaiberikut. 

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota Polri diatur oleh beberapa 

peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (PKDRT). Selain ketentuan dalam PKDRT, anggota Polri yang 

terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terikat pada beberapa peraturan 

internal di lingkungan Polri.: 

a) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian, menguraikan standar perilaku dan etika yang harus dipegang teguh 

oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pasal 

13 huruf h menjelaskan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, dilarang 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 3 huruf f dan g yaitu wajib menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP 

ini juga menegaskan prosedur yang harus diikuti dan sanksi yang dapat diterapkan dalam 

menangani pelanggaran internal di lingkungan Polri, untuk memastikan disiplin dan 

ketaatan terhadap aturan.  

c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, mengandung ketentuan-ketentuan rinci yang berkaitan 

dengan pemberhentian anggota Polri, salah satunya pasal 11 huruf a yang diaman anggota 

Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana, termasuk 

dalam kasus-kasus serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, sebagai langkah untuk 

menjaga integritas dan profesionallisme institusi Polri. 

d) Undang- undang PKDRT pasal 5 huruf a juncto pasal 44 ayat 1. 

e) Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 

2. Anggota Polri yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga harus menanggung 

konsekuensi hukum sebagaimana halnya dalam kasus pidana lainnya. Hal ini melibatkan 

penerapan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) 

yang mengatur tindak kekerasan tersebut. Selain itu, mereka harus membuktikan bahwa 

anggota Polri tersebut benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan 

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa ada alasan yang dapat 

mengurangi pertanggungjawaban. Selain sanksi pidana yang diatur dalam UUPKDRT, 

anggota Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenai 

sanksi disiplin atau kode etik. 
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